
6. Keputusan Menteri Dalam Ne9eri Nomor 64 Tahun 1999 
tentan9 Pedoman Umwn Pengaturan Mengenai Deea. 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No11or 63 Tahun 1999 
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian 
Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Oesa dan Kelurahan; 

4. Peraturan Menter! Oalam Ne9eri Nomor 4 Tabun 1999 
tentan9 Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri 
Dal am Ne9eri, Keputuaan Menteri Dalam Ne9eri dan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri men9enai Pelaksa- 

.,,. naan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa; 

1. Undan9 - Undan9 Nomor 13 Tabun 1950 tentan9 
Pe11bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lin9- 
kun9an Propinsi Jawa Ten9ah (Berita Ne9ara Tahun 
1950 Nomor 42) ; 

2. Undang - Undan9 Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pe11erintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1999 Nomor 60, Taabahan Leabaran 
Ne9ara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 

3. Undan9-undan9 No111or 25 Tahun 1999 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah ( Leabaran Ne9ara aepublik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 72, T11111bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3848 ) 

b. babwa sebubun9an dengan bal seba9ai11ana dimaksud 
huruf a, 11aka pen9aturan mengenai Kedudukan 
Keuan9an Kepala Desa dan Peran9kat Desa perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

a. bahwa dengan ditetapkan~ya Undan9-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerab dan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri No11or 64 Tabun 1999 
tentang Pedo11an UlDwn Pen9aturan Mengenai Desa, 
maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa ; 

NOMOR 18 TAHUN 2000 
TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
DENGAN RAHMAT TUKAN YANG MAHA BSA 

BUPATI PUltBALINGGA, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGGA 

Meniabang 



k, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa y~ng selanjutnya diaebut 
APBDes adalah rencana operasional .-·tabunan dari program 
Pe•erintahan dan Pellbangunan Desa yt:ng dijabarkan dan di­ 
terjeaahkan dalaa angka-angka rupiah, disatu pibak aengandung 
target peneriaaan dan dilain pibak aengandung perkiraan betas 
tertinggi pengeluaran keuangan Desa. 

1. Tanah Kas Desa adalab tanah Deaa yang dipergunakan untuk 
penyelenggaraan peaerintahan, pe8bangunan dan sosial keaasya­ rakatan. 

j. Peraturan Desa adalab ee•ua Keputusan yang ditetapkan oleb 
Kepala Oeaa setelah aendapat peraetujuan Baden Perwakilan Desa. 

g. Pemerintah Oesa adalah Kepala Oesa dan Perangkat Oesa. 
b. Perangkat Oesa adalah pe8bantu Kepala Deea yang terdiri dari 

Sekretaris Oesa dan Kepala-kepala Urua.an sebagai unaur Sta! 
dan Kepala Ouaun sebagai unaur pelaksana lapangan. 

1. Baden Perwakilan Deaa yang selanjutnya diaebut BPD adalah 
Baden Perwakilan yang terdiri etas pe11uka-pe11uka •asyarakat 
yang ada di De1a yang berfungsi aengayo111 adat i1tiadat, 
••mbuat Peraturan Deea, aena•pung dan aenyalurkan a1pirasi 
aasyarakat, serta aelakukan pengawaaan terhadap penyelengga­ 
raan Pe11erintahan Oeaa. 

t. Pemerintahan Oesa adalah kegiatan Pe11erintahan yang dilaksa­ 
nakan oleh Pe•erintah Desa dan Baden Perwakilan Oesa. 

e. Desa adalah kesatuan masyarakat huku11 yang memiliki kewenan­ 
gan untuk mengatur dan 11engurus kepentingan masyarakat aetem­ 
pat berdas.arkan aoal usul dan adat iatiadat sete•pat yang 
diakui dalam sistim Pe11erintaban Nasional dan berada di Daerab. 

Kabupaten 
a. Oaerah adalah oaerab Kabupaten Purbalingga. 
b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah -Oaerah Purbalingga. 
c. Bupati adalab Bupati Purbalingga. 
d. Kecamatan adalab wilayab ker ja Camat sebagai perangkat 

Daerah yang dipimpin oleh Ca•at. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang diaaksud dengan 
Pasal l 

PERATURAN OAER>J! KABUPATEN PURBALINGGA TENT.ANG 
'KEOUOUKAN KEUANGAN KEPALA OESA DAN PERANGKAT DESA, 

BAB I 
KETENTUAN UHUH 

Henetapkan 

DEWAN PERWAICILAN RAKYAT OAER>J! KABUPATEN PURBALINGOA 
HEHUTUSKAN 

Oengan persetujuan 



Paaal 6 
(1) Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Karyawan BUMN/BUMD yang 

terpilih dan diangkat aebagai Kepala Deaa diberikan penghaeilan tetap antara 50 , (liaapuluh peraeratua) eampai dengan 75 , 
(tujuh pulub lima paraeratus) dari penghasilan tetap. 

(2) Siaa labih dari bangkok Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (ll dimaaukan ka Tanah Kas Desa. 

(:1) Pembarian tunJangan penghasilan sebagaiaana diaakaud ayat (1) Paaal ini, diatur dengan Peraturan Deaa. 

Diaamping pengbaailan tetap sebagaiaana di.aakaud Paeal 3 
Peraturan Daerah ini Kepala Deea dan Parangkat Deaa dapat 
diberikan tunJangan aasuai dengan kemaapuan Deaa ; 

(l) 

Paaal 5 

Ketantuan penghaailan tetap yang diberikan kapada Kepala Deaa dan 
Perangkat Deaa ditetapkan dengan Peraturan Deaa. 

Paaal 4 

(2) Bagi Desa-deaa yang yang tidak aealiki Tanah Bengkok dan atau 
Tanah Bengkoknya tidak cukup luas, aaka jenis penghaailan 
tetap yang diberikan kepada Kepala Deaa dan Perangkat Desa 
dapat diaabilkan dari suabar panghasilan lain yang sah aalain Tanab Bangkok 

kepada Kapa la Des a 
untuk menggarap bengkok 

Jenis penghasilan tetap yang diberikan 
dan Perangkat Desa adalah berupa hak 
serta penghasilan lain yang aab; 

(1) 
Pasal 3 

dapat Suaber penghasilan tetap Kepala Deaa dan Parangkat Desa 
beraaal dari : 
a. Bengkok; 
b. Pungutan Dasa ; 
c. Usaha Desa lainnya yang sah; 

Paaal 2 

BAB II 
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN 

KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

a. Bangkok adalah Tanah Daaa yang diperounakan untuk panghaailan 
tetap bagi Kepala Deaa dan Perangkat Deea. 

n. Penghaailan tetap adalab panghaailan yang aah yang ditarima 
Kapala Deea dan Perangkat Deaa. 

o. Panghasilan lainnya adalah panghaailan yang diparoleh Kepala 
Deaa dan Perangkat Desa aec.ira aah aelain penghaailan 
tetap; 



(1) Kepala Desa den Peranokat Desa yano diberbentikan aeaentera 
d&ri Jabatannya diberikan penghaeilan 50, ( 11•• puluh peraera­ 
tua) dari penghaailan yang aeharuanya diteriaa, den aiaanya 
diaaaukan k• Ka• D•••· 

BAB VI 
PENGHASILAN KEPALA OESA, PEa.\NGKAT OBSA 

YANG DIBBllHl?NTIKAN BEMENT.ARA DARI JABATANNYA 
Pasal 12 

(1) Kepala Desa dan Peranokat Oesa yan9 diberbentikan den9an boraat 
dari Jabatannya diberikan penghargaan dan penaiun. 

(2) Pedoaan aen9enai peaberian penohargaan dan penaiun diatur lebib lanjut dengAn Keputusan Bu,pati. 

Pasal 11 

BAB V 
PEHBERIAN PENOHARGAAN/PENSIUN 

Peaberian tunjanoan den penohasilan lainnya dibebankan kepada APBDea. 

Paaal 10 

Peaberian penobaailan tetap Kepala Deaa den Perenokat D••• pelak­ 
aanaannya terbituno ••Jak pelantikan yano beraanokutan aaapai denoan Jabatannya berakhir. 

Pasal 9 

BAB IV 
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENOHASILAN 

(1) Penohasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Oeaa sebagai- 
aana diaakaud Paaal 3 Peraturan Oaerab ini, dapat dinaiJtkan 
aeauai keaaapuan Oesa. 

(:.I) Kenaikkan penghaailan tetap sebagaimana diaakaud dalaa ayat (1) 
Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Oeaa. 

(3) Kepala Oesa yan9 berasal dari Pegawai Ne9eri Sipil, THI, POLRI 
dan karyawan BUKN/BUMD •••ib tetap 11endapatkan bak-bilk kepe- 
11awaian seauai den11an peraturan perundang-undan9an yan9 berlaku. 

Paaal 8 

BAB III 
KENAIKAN PENGHA8lLAN TETAP 

Pa1al 7 
Diaaapino diberikan penohaeilan tetap eebagaiaana diaakaud Paaal 3 
Peraturan Oaerah ini, Kepala Oeaa dan Peranokat D••• dapat aeapero­ 
leb penobaailan lain yano aah •••uai denoan peraturan perundano­ 
undanoan yano berlaku. 



mengetabuinya, •emerintahkan pengundaogao 
deogan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Agar se~iap orang 
Peraturan Daerab ini 
Kabupaten Purbalingga. 

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Pasal 16 

BAB VIII 
KBTE!NTUAN PENUTUP 

sepanjang 
Keputusan 

Peraturan Daerah ini 
lebih lanjut dengan 

Hal-bal yang belum diatur dalaa 
•engenai pelaksanaannya diatur 
Bupati. 

Paaal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang 
•engatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Deaa dan Perangkat Deaa 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerab ini, dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 1, 

(ll Pe8berian penghargaan dan pensiun kepada Kepala Desa dan Perang­ 
kat De1a sebelum berlakuknya Peraturan Daerah ini tetap berlaku 
aa•pai dengan berakbirnya bataa waktu pemberian penghargaan dan 
pensiun yang telah ditentukan. 

(1) Pengbaailan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat 
Desa aebelu• berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyataka.n tetap 
berlaku aampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Deaa dan Perangkat Desa 
aesuai Peraturan Daerab ini. 

Pasal 13 

BAB VII 
KETENTUAN PERALlliAN 

Ill Penghaailan 1ebagai•ana di•akaud ayat (11 Pasal ini, diberikan 
terhitung •ulai diteri•anya Surat Keputusan Pe•berhentian S•••n­ 
tara dari Jabatannya eaapai dengan adanya Keputuean lebih lanjut 
dari Pejabat yang berwenang. 



Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Yang dimakaud dengan pungutan 
Desa adalah segala pungutan 
baik berupa uang 11aupun benda 
dan atau barang yang dilakukan 
oleh Pemerintah Desa berdaear­ 
kan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di Desa, yang 
ditetapkan dengan Peraturan 
Desa dala11 rangka peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan den sosial ke•a­ 
syarakatan, antara lain : 
- janggolan, aorogan, pangan­ 

jal-anjal, pologoro, alingan 
gawe, pas bewan. dan lain- 

II. PENJELASN PASAL DEMI PASAL 
Paaal 1 
Paaal l huruf a 
Pasal l hurut b 

Sebagaimana kita ketabui babwa dengan ditetapkannya 
Undang-undang Nomor ll Tabun 1999 tentang Pemerintaban Daerab 
aaka Undang-undang No11or 5 Tabun 197, tentang Pokok-pokok 
Pe11erintahan di Daerah dan Undang-undang Nodlor 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Deaa dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Sebagai tindak lanjut dari Paaal 111 Undang-undang No11or 
ll Tahun 1999 ten tang Pemerintahan Daer ah, bahwa pengaturan 
lebib lanjut mengenai Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten berdasarkan Pedoman yang dikeluarkan oleh Pe11erintah. 
Dan eebagai tindak lanjut dari Undang-undang No11or ll Tahun 
1999 ten tang Pemerintahan Daer ah, Menteri Dale• Negeri telah 
aengeluarkan pedoman tentang pengaturan Pemerintahan Deaa yang 
dituangkan dalam: 
1. Peraturan Menter! Dalaa Negeri Nomor , Tabun 1999 tentang 

Pencabutan Beberapa Peraturan Menter! Dalam Negeri, Keputu­ 
san Henter! Dalam Negeri dan Inatrukei Henter! Dalam Negeri 
Hengenai Pelakeanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten­ 
tang Pemerintahan Deaa : 

l. Keputusan Menter! Oalaa Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dala• 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan: 

3. Keputuaan Henter! Dala• Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang 
Pedo11an Umum Pengaturan Hengenai Desa. 

Untuk menindak lanjuti Peratu.ran Henteri Dalam Negeri dan Kepu­ 
tusan Henter! Dalam Negeri sebagai11ana tersebut diataa maka 
dengan 11empedo11ani Pasal 28 Keputuean Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 Tahun 1999 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pur­ 
balingga tentang Kedudukan Keuangan Kepala Deaa dan Perangkat 
Deaa. 

I. PENJELASAN UMUM 

TENTANG 
KEDUDUKAN KEtlANGAN .KBPALA DESA 

DAN PERANGXAT DESA 

TAHUN 2000 18 NOMOR 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 



Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 

Pasal 6 ayat (2) 
Paaal 7 
Pasal a 
Pasal 9 
Pasal 10 
Pasal 11 
Pasal 12 ayat (1) 
Pasal 12 ayat (2) 

Pasal 2 burµf c 
Pasal 3 
Pasal 4 
Pasal 5 ayat (ll 

lain sesuai den9an adat 
istiadat ya.n9 hidup dan 
berkellban9 di Desa. 

Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Apabila keaaapuan Desa aeaun9- 
kinkan Kepala Desa dan Peran9- 

O kat Desa dapat diberikan 
tunjangan berupa : tunjangan 
pen9haailan, tunjan9an jaba­ 
tan, tunjangan kesehatan, 
tunjangan kecelakaan kerja 
dan tunjangan keaatian. 
Cukup jelaa. 
: Pegawai Nec;ieri Sipil, TNI, 
POLR.I dan Karyawan BOMN/BUMD 
yang terpilih aenjadi Kepala 
Desa di wilayah Kabupaten 
Purbaling9a diberikan pen9has­ 
ilan tetap sebesar 50 % saapai 
dengan 75 !lo yan9 ditetapkan 
oleh BPD dari aasin9-aaain9 Desa. 
Cukup jelas. 
Cukup Jelaa. 
Cukup jelaa. 
Cukup jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 

: Yang di.aaksud den9an Pejabat 
yan9 berwenan9 dalaa Peraturan 
Daerah ini adalab Pejabat yang 
menerbitkan Surat Keputusan 
ba9i pan9an9katan dan pellber­ hentiannya. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jelas. 

Pasal 5 ayat (2) 
Pasal 6 ayat (1) 


